
 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana  

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan
1
  

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana Penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum
2
. 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahari di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

                                                 
1
  Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. 

hlm. 19 
2
  .A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung. 

1996. hlm. 16. 
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keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

sang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3
  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana Penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.  

 

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, antara lain sebagai berikut:  

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara 

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

                                                 
3
  Andi Hamzah. Op.Cit. hlm. 20. 
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pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita 

menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi 

seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan.  

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan 

dipidana.  

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP 

antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhari) yaitu dengan 

sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang 

dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga 

dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang 

menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam 

Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.  

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak 

Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. 

Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil 

atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa 

perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 

KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau 

tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan 

tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui 

bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
4
 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahul bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif.  

 

                                                 
4
  Ibid hlm. 21-22 
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2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang 

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang 

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas 

legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip 

bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam 

beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti 

(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah 

kesesatan (error) baik kesesatan mengenal keadaannya (error fact,) maupun 

kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan 

pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut 

dipersalahkan kepadanya
5
. 

 

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme 

untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk 

dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya 

itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.  

 

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang 

melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam 

undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan 

sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila 

                                                 
5
  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23. 
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ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut
6
. 

 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk 

untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak 

pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.  

 

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus 

digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan 

spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi 

perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana 

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya 

keija dan insitusi terkait, sehingga jangan sampal ada kelampauan beban tugas 

(overbelasting) dalam melaksanakannya
7
.  

 

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung 

kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan 

kelalaian (culpa). 

1. Kesengajaan (opzet)  

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, 

yaitu sebagai benikut:  

 

 

                                                 
6
  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, op cit: hlm. 41. 

7
  Ibid, hlm. 23. 
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a. Kesengajaan yang bersifat tujuan  

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak 

ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si 

pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya 

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar 

menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan 

diadakannya ancaman hukuman ini 

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian 

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dan delik, tetapi ia 

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan  

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu 

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya 

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya 

mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang 

menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan 

seseorang yang dilakukannya
8
.
 
 

 

2. Kelalaian (culpa)  

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga 

culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu 

delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan 

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik 

kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, 

tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu 

sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian 

yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik 

kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu 

sendiri sudah diancam dengan pidana
9
. 

 

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:  

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan 

terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. 

Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. 

Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang 

mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak 

mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal 

mana sikap berbahaya  

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

mengenal hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian 

kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan 

yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan
10

.
 
 

                                                 
8
  Ibid, hlm. 46. 

9
  Ibid, hlm. 48. 

10
  Ibid, hlm. 49. 
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Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 

sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 

jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika 

tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh 

sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan 

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam 

melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.  

 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk 

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal 

ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur 

kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada 

umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali 

kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak 

normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap 

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya 

masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak 

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan 

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan
11

. 

 

 

                                                 
11

  Ibid, hlm. 49. 
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Masalah kemampuan bertanggung jawab mi terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 

KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhari atau 

terganggu karena cacat. tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak 

dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal 

dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila 

hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus 

memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat 

psikologis.  

 

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya 

atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada 

sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus 

menerus. 
b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku 

melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang 

timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi 

sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman
12

.
  

 

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan 

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut 

adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan 

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang 

tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu 

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, 

                                                 
12

  Ibid, hlm. 51. 
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dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian 

itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban 

pidaria mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana 

atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka 

orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan 

kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.  

Hal yang mendasari pertangungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa 

setiap manusia dianugerahi Tuhari Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani 

yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang 

buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam 

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia 

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain 

untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung 

jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. 
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B.  Pengertian Tindak Pidana Pemilu Legislatif dan Undang-Undang 

Pemilu Legislatif  

 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dew an Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Tindak pidana pemilu yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan Pasal 

309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 

yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak berniiai atau 

menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahari suara atau perolehari 

suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling 
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lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh 

delapan juta rupiah). 

 

Peradilan pertama yang terlibat dalam tindak pidana Pemilu pada 

penyelenggaraan Pemilu adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dalam waktu 7 hari 

setelah pelimpahari berkas perkara. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana 

Pemilu dilakukan oleh majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang 

merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang 

ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Ketua Makhamah Agung (MA). 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan batasan mengenai tindak 

pidana Pemilu di dalam Pasal 260, yang menyebutkan bahwa tindak pidana 

Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan 

tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Proses 

penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:  

 

Pasal 261 UU Pemilu: 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil 

penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 

14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan. 

(2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang 

hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.”  

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 

3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut 

kepada penuntut umum.  

(4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) dan Ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari 

sejak menerima berkas perkara.  
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Pasal 262 UU Pemilu: 

(1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.  

(2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus. 

 

Pasal 263 UU Pemilu: 

(1) Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak 

pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahari berkas 

perkara.   

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

diajukan banding. perrnohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari 

setelah putusan dibacakan.  

(3) Pengadilan Negeni melimpahkan berkas perkara permohonan banding 

kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan 

banding diterima.  

(4) Pengadilan Tinggi memeniksa dan memutus perkara banding sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan 

banding diterima.  

(5) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) 

merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan 

upaya hukum lain.  

 

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). 

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal 

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).  
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Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal I 85Ayat (3) dikatakan 

ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah 

lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, 

sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 85Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana
13

. 

 

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, 

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:  

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana  

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya 

pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana 

harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan 

adanya kesengajaan dan fiat harus dilihat dan peristiwa demi peristiwa, 

yang harus memegang ukuran normatifdari kesengajaan dan niat adalah 

hakim.  

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut 

mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hokum 

(3) Cara melakukan tindak pidana 

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan 

terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat 

unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana  

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan.  

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga 

sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman 

bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana 

apa pun, berasal dan keluarga baik-baik, tergolong dan masyarakat yang 

berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 

 

                                                 
13

  Satjipto Rahardjo. Op cit, hlm. 11. 
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(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan 

tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal 

yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan 

keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku 

sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya 

dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah 

jalannya persidangan. 

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku 

adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk 

dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan 

pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri 

sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah 

untuk menjamin tegaknva kebenaran. keadilan dan kepastian hukum.
14 

 

 

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam 

melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:  

a. Hakim hatiya tunduk pada hukum dan keadilan 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim  

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas 

dan fungsi yudisialnya.
15
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  Barda Nawawi Arief, op cit, hlm. 77. 
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  Abmad Rifai. op cit, hlm. 103. 


